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Policy Brief  
MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN ANGGARAN DESA  

MENDORONG MITIGASI PERUBAHAN IKLIM  
Disusun Oleh : FITRA RIAU, JIKALAHARI, YMI 

A. Pengantar 
UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tidak lagi meletakkan entitas desa sebagai sub-

ordinasi pemerintah kabupatan/kota, sebagaimana pengaturan desa sebelumnya. Dimana 
sebelumnya, kebijakan pembangunan desa merupakan produk turunan dari program pemerintah 
daerah. Sehingga tanpa pendelegasian kewenangan maka desa tidak berhak menerima alokasi 
anggaran1.  Saat ini, pembangunan desa telah dijamin dalam undang-undang dan melakat 
kewenangan desa yang bersifat otonom hasil dari rahim riwayat desa tersebut. Desa leluasa  untuk 
mengatur dan mengurus kewenangan yang dimiliki berdasarkan kewenangan lokal skala desa dan 
hak asal usulnya.  

Berkaitan dengan besarnya kewenangan yang dimiliki desa, maka peluang desa untuk 
berperan aktif dalam mendorong upaya mitigasi perubahan iklim yang saat ini menjadi salah satu 
prioritas gerakan di tingkat nasional dan daerah. Karena pentingnya peran hutan dalam memitigasi 
perubahan iklim, maka tindakan-tindakan seperti praktik pengelolaan hutan produksi lestari, 
pengelolaan kawasan konservasi dan lindung, pembatasan konversi hutan, pemberantasan illegal 
logging dan penanggulangan kebakaran hutan akan mengurangi emisi dan meningkatkan resiliensi 
ekosistem hutan terhadap perubahan iklim. 

Tidak dipungkiri berbagai inisiatif telah muncul dari masyarakat sendiri dalam berpartisipasi 
dalam melakukan aktivitas perlindungan lingkungan hidup. Namun, sejauh ini belum banyak 
diperhatikan oleh pemerintah daerah. Baik dalam bentuk arah kebijakan pemerintah daerah, 
maupun kebijakan anggarannya. Kewenangan desa yang besar dalam pembangunan, khusunya pada 
sektor pengelolaan SDA desa, serta adanya jaminan anggaran yang terus bertambah kedesa, sangat 
memungkinkan desa untuk berperan aktif dalam menjalankan program desa yang pro terhadap 
mitigasi perubahan iklim.  

Policy brief, betujuan untuk mengukur potensi kewenangan dan anggaran yang dimiliki desa 
yang dapat diarahkan pada program – program desa untuk mitigasi perubahan iklim. Kajian ini juga 
didedikasikan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa, dalam 
implementasi UU Desa khususnya di Provinsi Riau. Hal itu dimaksudkan agar implementasi kebijakan 
baru terkait desa ini berjalan dengan baik, berkualitas serta mendukung gerakan mitigasi perbuhan 
iklim dimulai dari desa.  

 

B. Era Baru Pembangunan Desa 
Berangkat dari pengertian Desa, bahwa UU No. 6 tahun 2014 tentang desa mendefinisikan 

sekaligus menjelaskan bahwa “Desa adalah desa adat atau desa yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. 

Defenisi tersebut dapat dipahami bahwa adanya pengakuan secara substantif tentang 
kedaulatan desa, bahkan secara radikal dapat dipahami sebagai pengakuan (bukan pemberian) 
kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah terhadap eksistensi desa. Hal ini dipertegas 
dalam definisi Kewenangan Desa yang dijelaskan dalam UU. No.6/2014 bahwa kewenangan desa 

                                                           
1 Pengejawantahan pasal 212 UU 32 tahun 2004 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) harus diawali dengan adanya 
pendelegasian sebagian kewenangan kabupaten/ kota kepada desa yang diikuti dengan pembiayaan berupa ADD 
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adalah “kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat 
Desa” (pasal 18 UU Desa). 

Pengakuan soal empat kewenangan tersebut, jika di konteks-kan dengan kewenangan yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah, maka posisi otonomi desa, secara politik adalah equal, dimana 
prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, delegasi dan tugas pembantuan juga dilaksanakan di desa. 
Dengan kata lain, posisi politik dan anggaran desa jika dilihat dari 4 bentuk dan atau jenis 
kewenangan tersebut, sangat otonom, strategis dan setara dengan posisi pemerintah daerah jika 
berhadapan dengan pemerintah pusat.  

Pada dasarnya terdapat tiga kewenangan desa. Pertama, kewenangan didasarkan atas hak 
asal usul, Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih 
hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan 
masyarakat. Kedua, Kewenangan lokal berskala desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif 
dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat Desa. 
Ketiga, Kewenangan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, 
pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peratuan perundangan.  
 
Memanfaatkan Kewenangan Desa Untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Kewenangan desa telah diatur dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Desa, diperjelas 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa. Pemrintah 
melalui kementrian desa dan transmigrasi telah mengeluarkan peraturan Menteri Desa dan 
Transmigrasi nomor 1 tahun 2015. Permendesa ini mengatur secara rinci sebagai pedoman desa 
untuk menetapkan kewenangan yang dimiliki desa.  

Pasal 18 – 19) UU Desa, desa / pemerintah desa diberikan kewenangan untuk 1) 
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (2), Pelaksana Pembangunan Desa, 3) Kewenangan melakukan 
pembinaan masyarakat desa dan 3) kewenangan melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Dari 
empat kewenangan ini dibedakan menjadi kewenangan lokal berskala desa, kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa lainnya dalam bentuk penugasan dari pemerintah 
pusat, provinsi maupun kabupaten /kota.   
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Secara lebih rinci kewenangan desa disusun mempedomani Peraturan Menteri Desa 
(Permendesa) Nomor 1 tahun 2015. Permendes ini dapat digunakan oleh desa untuk 
mengidentifikasi bentuk – bentuk kewenangan, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa. 
Kewenangan – kewenangan yang dimiliki desa tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung 
program desa dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tidak hanya pemberian 
kewenangan yang luar biasa kepada desa, UU Desa juga memberikan jaminan atas alokasi anggaran 
yang diposkan melalui berbagai sumber pendapatan desa.  

Secara lebih rinci, kewenangan desa yang diatur dalam Permendasa nomor 1 tahun 2015, 
berkaitan dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa adalah, seperti, pembinaan 
kelembagaan masyarakat dan masyarakat adat, pengelolaan tanah yang dimiliki desa dengan 
berbagasi sebutan di masing desa yang dimiliki. Seperti tanah bengkok, tanah pecatu, tanah titisara 
dan nama –nama lainnya sesuai yang ada di desa.  

Selain berbentuk desa, UU Desa juga telah memberikan pengakuan kembali kepada desa – 
desa yang memiliki sejarah adat. Begitu juga terkait dengan kewenangan, desa adat juga diberikan 
kewenanangan berdasarkan hak asal usul, untuk mengurusi berbagai macam kewenangan yang 
menyangkut desa adar. Seperti, pranata hokum adat, pemilikan hak tradisional, serta 
berbagaimancam bentuk pengelolaan tanah adat (seperti tanah kas desa adat, tanah ulayat). Selain 
itu, desa adat juga diberikan kewenangan untuk mengatur dan membuat kesepakatan dalam 
kehidupan masyarakat adat yang diakui oleh Negara.  

Dalam kaitannya dengan kewenangan berdasarkan kewenangan lokal skala desa, desa atau 
pemerintah desa juga diberikan kewenangan yang melakat untuk melaksanakan pembangunan, 
khususnya yang berkaitan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan desa. Dengan 
demikian maka, kolaborasi antara kewenangan berdasarkan hak asal-usul, dengan kewenangan lokal 
berskala desa yang menyangkut dengan pemanfaatan SDA dan menjaga lingkungan hidup, jika 
dilaksanakan dengan baik dan dijadikan arah kebijakan pembangunan desa melalui RPJMDesa, akan 
mendorong peran desa untuk mitigasi dan adap tasi perubahan iklim.  

Akan tetapi, semua peluang kewenangan desa yang diatur dalam era baru pembangunan 
desa ini, tidak serta merta menjadi kewenangan yang dapat dijalankan oleh pemerintah desa dan 
masyarakat desa. Pemerintah desa juga harus proaktif untuk memanfaatkan kewenangan ini dengan 
segera mengidentifikasi dan menetapkan potensi – potensi desa yang dapat dijadikan kewenangan 
melalui peraturan desa dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Begitu juga dengan 
pemerintah daerah, harus segera menfasilitasi desa untuk menetapkan kewenangannya, karena 
tanpa penetapan maka desa tidak bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan kewenangannya.  
 
Era Baru Anggaran Desa 

Pada periode sebelumnya entitas desa diletakkan sebagai sub-ordinasi dari kabupaten/ 
kota. Artinya kebijakan pembangunan yang ada di desa merupakan produk turunan dari pemerintah 
daerah. Pengejawantahan pasal 212 UU 32 tahun 2004 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) harus 
diawali dengan adanya pendelegasian sebagian kewenangan kabupaten/ kota kepada desa yang 
diikuti dengan pembiayaan berupa ADD. Tanpa adanya pendelagasian kewenangan, maka desa juga 
tidak memiliki hak untuk menerima alokasi anggaran. 

Saat ini sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran desa telah dijamin oleh UU 
Desa. Dasar hukum yang lebih kuat dan khusus ini bahkan memberikan kepastian terkait dengan 
sumber pendapatan rutin serta mengikat setiap tahun yang berasal langsung dari APBN dan 
bersumber dari Kabupaten/ Kota berupa ADD (pasal 72 UU Desa). Pasal 72 UU Desa, telah menjamin 
biaya /anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan. 
Jaminan pembiayaan tersebut melalui berbagai sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai 
pendapatan desa sebagai acuan penyusunan perencanaan pembangunan desa.  
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Pendapatan desa bersumber (i) Langsung dari APBN yaitu sebesar 10 persen dari dan di luar 
belanja transfer ke daerah, (dilaksanakan secara bertahap) (ii) Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 10 
persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota diluar DAK, (iii) Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10 persen, dan (iv) Bantuan keuangan dari pemerintah 
kabupaten/ kota, provinsi dan pusat yang bersifat ad-hoc. 

Sejak diberlakukannya UU Desa pada awal tahun 2014, maka seharusnya pemerintah daerah 
sudah mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan alokasi belanja transfer kepada desa dan 
ADD sesuai yang diatur tersebut. Meskipun realisasi belanja transfer ke desa masih bersifat 
bertahap, tetapi persiapan substansi regulasi teknis dan formula penghitungan secara proporsional 
sudah harus dimulai sejak sekarang. 

Tabel: Estimasi Potensi Anggaran yang akan dialokasikan ke Desa Se Riau Tahun 2016 Dari berbagai sumber2 

No Kabupaten 

Sumber Pendapatan Desa (Rp. Juta) 

TOTAL ADD (10% 
Perimbangan) 

DBH (10% Pajak 
& Retribusi) 

DD APBN 
2016* 

Bantuan Provinsi 
2016*3 

1 Kampar 179,325, 5,574 151,159 121,000 457,059 

2 Kuantan Singingi 111,193 4,679 130,621 109,000 355,495 

3 Indragiri Hilir 143,911 3,604 123,119 99,000 369,636 

4 Indragiri Hulu 116,133 2,941 108,844 89,000 316,920 

5 Rokan Hilir 234,261 3,873 102,916 79,500 420,550 

6 Rokan Hulu 116,133 5,173 88,205 69,500 279,012 

7 Bengkalis 315,868 10,008 85,634 68,000 479,511 

8 Siak 213,879 6,712 77,108 61,000 358,701 

9 Pelalawan 128,157 3,327 66,400 52,000 249,884 

10 Kepulauan Meranti 111,136 1,396 65,267 48,000 225,800 

Sumber : Fitra Riau 2015 

 
Potensi anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah desa tahun 2016 meningkat dari 

tahun 2015 ini. Peningkatan diprediksi mencapai 25-30%, sesuai dengan kondisi desa karena 
dihitung berdasarkan proporsional. Dana milyaran rupiah akan digelontorkan oleh pemerintah baik 
pusat melalui APBN, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Anggaran tersebut 
berdasarkan pos DD dari APBN, ADD dari APBD, bagi hasil daerah dari pajak retribusi daerah yang 
dibagikan ke desa. Tahun 2016, bahkan pemerintah propinsi akan meningkatkan bantuan keuangan 
ke desa dengan jumlah yang besar. Jika saat ini pemerintah propinsi menyalurkan dana ke desa 
salam bentuk bantuan, antara Rp 6 juta - Rp. 12 juta, tahun 2016 ditingkatkan menjadi Rp, 500 juta / 
desa. (Lihat tabel diatas) 

Secara teknis acuan proyeksi menghitung besaran dana tersebut dapat menggunakan basis 
APBD tahun berjalan. Dalam hal ini penulis menggnakana basis data alokasi DD dari APBN yang telah 
ditetapkan, ADD dan retribusi dengan mengacu pada APBD tahun 2015, ditambah alokasi dari 
provinsi Riau, sebagai berikut :  
Tabel : Simulasi Potensi Pendapatan Per Desa Se Riau Tahun 20164 

No Nama 
Kabupaten  

Jumlah 
Desa  

Potensi Pendapatan Desa (Rp. Juta)  Jumlah  

ADD /Desa  DBH  
/Desa 

DD APBN /Desa Bantuan 
Provinsi /Desa 

1 Kampar 242 741,014,172 23,034,548 624,626,574 500,000,000 1,888,675,294 

                                                           
2 Estimasi ini dihitung berdasarkan potensi DD APBN proyeksi 2016, ADD dan Retribusi Daerah disamakan dengan potensi 
penerimaan daerah di APBD tahun 2015.  
3 Tahun 2016 pemerintah propinsi Riau telah mengalokasi bantuan ke desa sebesar Rp. 500 juta / desa.  
4 Hasil Estimasi Fitra Riau, dihitung dengan system pembagian sama rata.  
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2 Kuansing 218 510,062,625 21,466,824 599,182,445 500,000,000 1,630,711,894 

3 Indragiri Hilir 198 726,827,871 18,206,503 621,815,535 500,000,000 1,866,849,909 

4 Indragiri Hulu 178 652,435,737 16,526,809 611,488,011 500,000,000 1,780,450,558 

5 Rokan Hilir 159 1,473,339,727 24,360,657 647,273,761 500,000,000 2,644,974,145 

6 Rokan Hulu 139 835,493,246 37,218,921 634,571,799 500,000,000 2,007,283,966 

7 Bengkalis 136 2,322,561,441 73,589,334 629,666,382 500,000,000 3,525,817,157 

8 Siak 122 1,753,112,694 55,022,203 632,037,959 500,000,000 2,940,172,856 

9 Pelalawan 104 1,232,282,521 31,993,269 638,464,231 500,000,000 2,402,740,021 

10 Meranti 96 1,157,673,089 14,543,750 679,867,948 500,000,000 2,352,084,787 

Sumber : Fitra Riau 2015 

Dari simulasi diatas, potensi pendapatan desa di 10 Kabupaten / Kota se Provinsi Riau, dari 
berbagai sumber pendapatan, mencapai Rp. 3,5 Triliun. Kabupaten Kampar misalnya, daerah 
dengan jumlah desa terbanyak, potensi pendapatan desa mencapai Rp. 457,05 Milyar, jika dibagi 
secara akumulatif (sama rata), maka setiap desa akan mengelola Rp. 1,8 Miliyar. Dikabupaten 
Bengkalis, daerah dengan pendapatan daerah yang besar, sementara jumlah desanya lebih sedikit, 
maka proyeksi tahun 2016, pendapatan desa sebesar Rp, 479 Milyar, jika dibagi secara akumulatif 
kepada 136 Desa, maka masing desa akan mengelola sebesar Rp. 3,5 Milyar.  (Selengkapnya lihat 
tebel diatas).  

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 
pembagian dana ke desa tidak dilakukan secara akumulatif (sama rata) melainkan sebagian 
anggarannya dialokasi secara proporsional berdasarkan indikator – indikator yang telah ditetapkan. 
Yaitu Jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, kondisi geografis, masing – masing 
memiliki bobot yang berbeda-beda. Untuk itu, dana desa yang diterima kepada desa akan berbeda 
antara satu desa dengan desa yang lain.  
 
Mengelola Dana Desa Untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim 

Potensi semakin besarnya dana yang digelontorkan dan dikelola secara langsung oleh desa, 
seyognyanya dikuti dengan mekanisme pengelolaan yang baik, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. yang paling penting lagi adalah, mengedapankan partisipasi masyarakat 
desa dalam semua tahapan pengelolaan anggaran desa. Mulai dari perencanaan pembangunan dan 
anggaran, pelaksanaanya, hingga ketahap pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur dalam UU 
Desa, bahwa desa dalam pelasakasanaan pembangunan harus memiliki perencanaan seperti 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja tahunan desa 
(RKPDesa), hingga dokumen APB Desa, yang dibuat secara baik dan benar-benar sesuai dengan 
kondisi desa.  

Titik tekan penggunaan anggaran desa harus disesuaikan dengan kewenangannya. 
Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa diatur dan diurus oleh 
desa dengan menggunakan sumber anggaran dari APBN dan Bagi Hasil pajak daerah maupun 
retribusi daerah. Adapun pelaksanaan kewenangan tugas perbantuan dari entitas pemerintahan 
diatasnya seperti kabupaten, kota, provinsi dan pemerintah pusat akan dibiayai melalui Alokasi 
Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan lain yang bersifat lebih ad-hoc atau tidak terus menerus.  
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Diagram - Hubungan Kewenangan & Anggaran Desa 

 
Besarnya kewenangan yang dimiliki desa serta jaminan atas anggaran yang dikucurkan dan 

dikelola secara mandiri oleh desa, maka secara khusus desa berpeluang dan menjalankan peran 
strategis upaya mitigasi perubahan iklim. Dimana mitigasi perubahan iklim adalah upaya – upaya 
yang dilakukan untuk menekan laju pemanasan global (global warming), diberbagai sektor. 
Termasuh salah satunya adalah perlindungan sektor kehutanan dalam bentuk reboisasi, 
perlindungan kawasan penyangga, pengelolaan hutan berbasis masyarakat desa, serta kegiatan lain 
yang mendukung perbaikan lingkungan hidup lainya.  

Skema pendanaan tersebut bisa masuk dalam anggaran yang berkaitan dengan hak desa 
dalam melaksanakan pembangunan desa berdasarkan kewenangan lokal skala desa dan hak asal 
usul. Skema lainnya juga dalam bentuk tugas pembantuan, yang diberikan kepada desa yang diikuti 
dengan bantuan pendanaan yang memadai. Misalnya diposkan dalam ADD, atau bantuan lainnya 
yang berasal dari pemerintah Provinsi , Kabupaten atau pemerintah pusat.  

UU 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah 
memberikan mandate kepada pemerintah daerah, untuk mempehatikan anggaran berbasis 
lingkungan hidup. Pasal 45 UU ini, dinyatakan “Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan 
anggaran yang memadai untuk membiayai, diantaranya untuk membiayai kegiatan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan 
hidup” (pasal 45).  

Untuk menjalankan ini, tentu tidak mutlak harus dilakukan langsung oleh pemerintah 
daerah (Provinsi /Kabupaten dan kota). Melalui skema bantuan keuangan khusus, untuk mitigasi 
dan perlindungan lingkungan hidup dapat dikolaborikan dengan pemerintah desa. baik melalui 
mekanisme afirmasi (Permohonan), atau penugasan langsung dari pemerintah desa yang 
dilaksanaan dalam bentuk swadaya. Seperti, khusus untuk perlindungan hutan untuk desa di wilayah 
hutan maupun sekitar hutan, pemerintah daerah perlu membuat skema kebijakan penggunaan DBH 
PSDH dan DR untuk disalurkan kepada Desa.  
 

C. Peran Desa dan Contoh Baik Dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Masyarakat desa memiliki peranan penting dalam menghadapi perubahan iklim. Peran 

masyarakat desa menghadapi perubahan iklim memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri 
dan lingkungan dunia. Dalam konteks mitigasi dan adapatasi sering sekali kita memandang ini 
semata-mata menjadi proyek yang dilakukan oleh para ahli. Kita melupakan bahwa masyarakat atau 
komunitas lokal sudah ada komitmen untuk melakukan yang disebut sebagai adaptasi dan mitigasi. 
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Cara-cara sederhana bisa diperkenalkan kepada masyarakat dimana aspek penyiapan 
masyarakat menjadi hal yang sangat penting, sehingga muncul inisiasi dari masyarakat untuk 
melakukan kegiatan lingkungan menjadi bahagian dari penyelamatan sumber-sumber hidup 
mereka. Kegiatan-kegiatan sederhana masyarakat dapat dilakukan dengan dimulai dari menjaga dan 
mengelola Sumber Daya Alam yang ada di desa mereka dan penyelamatan lingkungan di wilayah 
mereka. Aspek pengelolaan ruang oleh masyarakat menjadi kursial untuk melihat sebuah desa 
apakah siap menghadapi perubahan iklim. 

Beberapa contoh baik (best practice) kegiatan mitigasi yang dilkukan oleh masyarakat desa 
diantaranya adalah dengan pengelolaan hutan dengan skema Hutan Desa, , perlindungan ekosistem 
mangrove, Pencegahan kebakaran lahan dan hutan dengan baik melalui kegiatan pengawasan yang 
dilakukan warga hingga melakukan canal blocking. Selain aktivitas ini, masih banyak lagi inisiatif 
yang telah dilakukan oleh desa atas kerjasama masyarakat dan pemerintah desa, seperti kegiatan 
masyarakat adat dibeberapa daerah di Riau (Inhu, Kampar) yang berupaya menjaga kelestarian 
hutan milik adat, pencagaan tanah ulayat yang masih hutan dan lain-lain. Namun, inisiatif – inisiatif 
ini belum mendapatkan perhatian pemerintah daerah sebagai arena strategis dalam melakukan 
perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup.  
Hutan Desa di Desa Segamai dan Serapung Kabupaten Pelalawan 

Konversi Hutan dan pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan merupakan salah satu 
penyumbang percepatan terjadinya perubahan iklim. Semua pihak bertanggung jawab terhadap 
kondisi ini, baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang ada di sekitar dan dalam kawasan 
hutan. Masyarakat tempatan dibiarkan jadi penonton di kampungnya sendiri disaat pengelolaan 
hutan dan tanah mereka dikuasai oleh perusahaan. Masyarakat dianggap tidak mampu dan 
cenderung merusak hutan. Ini semata-mata dikarenakan karena negara memang belum optimal 
menfasilitasi masyarakat tempatan untuk dapat melakukan pengeloaan hutan. 

Inisiatif melakukan perebutan ruang kelola kehutanan bagi masyarakat merupakan 
kesimpulan masyarakat tempatan atas ketidakadilan pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Masyarakat 
mampu menggali potensi, ancaman, dan cara pemanfaatan ruang yang ada di desa dengan 
melakukan rangkaian kegiatan seperti pemetaan, peningkatan kapasitas, dan kegiatan 
penyelamatan lingkungan berbasis ekonomi. Salah satu bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat 
tempatan yang diakui oleh negara adalah Hutan Desa.  

Meskipun Skema Hutan Desa belum bisa menjadi bentuk solusi terbaik menjawab 
ketimpangan pengelolaan Hutan antara perusahaan dan masyarakat tempatan, skema ini dapat 
menjadi bentuk menahan laju investasi berbasis lahan yang nyata-nyata merusak lingkungan. Bagi 
masyarakat desa, memperoleh Hutan Desa bukan pekerjaan yang sederhana, prosedur dan tata 
caranya layaknya perusahaan mendapatkan konsesi. Sekali lagi ini menunjukkan negara masih 
belum serius memfasilitasi masyarakat. 

Perjalanan lima tahun fasilitasi Hutan Desa ini menggunakan pendanaan dari luar, yang 
mendukung kegiatan-kegiatan lingkungan. Tentu saja pendanaan ini memiliki terbatasan. 
Masyarakat dalam hal ini Pemerintah Desa harus bisa melanjutkan inisiasi yang sudah ada ini hingga 
sampai pada pengelolaan Hutan Desa yang baik dan berkelanjutan. Pemerintah Desa harus 
membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan. 
Pemerintah Daerah dan seharusnya sudah dapat memberikan fasilitasi teknis dan fasilitasi anggaran 
untuk menjalankan Rencana Kerja Hutan Desa yang sudah dibuat. 
Model Pengelolaan Pesisisr BUNTAROV (Kebun, Tanggul dan Mangrove) di Kelurahan Sapat 
Kabupaten Indragiri Hilir 

Kondisi kebun kelapa yang rusak para telah menggiring masyarakat pada dua pilihan 
tertutup: pindah ke kota sebagai buruh, atau bertahan di kampung dengan mengubah sasaran 
produksi. Menebang dan menjual kayu bakau sebagai bahan cerocok/pondasi bangunan marak 
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terlihat dalam 10 tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya pembangunan di kota. Alhasil, luasan 
hutan mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir ini menurun drastis. 

Kondisi Kelapa rusak ini juga mengancam masyarakat kehilangan tanah. Perusahaan sawit 
mengambil kesempatan dari kesempitan warga. Mereka memberikan tawaran kepada masyarakat 
untuk menjual kebun kebun meraka yang sudah tidak produktif lagi. 

Bentuk dan strategi pemulihan ruang hidup masyarakat berbasis lingkungan mangrove di 
wilayah Indragiri Hilir harus ditemukan. Proses panjang diskusi mendalam di tingkat masyarakat, 
pemerintah dan para pihak lainnya telah mendapatkan model pengelolaan kebun kelapa dengan 
kombinasi tanggul dan tanaman bakau di sekelilingnya untuk mengatasi intrusi air laut. Buntarov 
(kebun-tanggul-mangrove), demikian sebutannya. Model ini sesungguhnya bukanlah baru, sudah 
ada sebelumnya namun telah lama sekali ditinggalkan masyarakat.  

Inisiasi model ini seharusnya bisa menjadi signal positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir untuk melakukan restorasi kebun kelapa rakyat. Pemerintah dapat menyiapkan 
anggaran untuk pembangunan tanggul dan masyarakat yang bertanggung jawab untuk penanaman 
mangrove. Kerja-kerja kelompok ini dapat dimasukkan menjadi sebuah program desa. 
Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan 

Dengan kondisi masyarakat yang hidup di lahan gambut, tentu saja diperlukan pengeloaan 
lahan yang bijak yang dilakukan masyarakat. Sudah banyak contoh contoh inisiatif yang dilakukan 
oleh masyarakat yang hidup di lahan gambut untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan 
lahan. Kegiatan yang dilakukan YMI bersama masyarakat terkait pencegahan kebakaran antara lain 
melakukan kegiatan canal blocking dan penguatan kelompok masyarakat pemadam api. Pencegahan 
kebakaran tidak semata-mata sebuah aktifitas moment saja, tapi diperlukan sebuah rangkaian 
upaya yang komprehensiv dan terintegritas dengan aktivitas pembangunan dan kegiatan ekonomi di 
desa. 

Penataan ruang desa menjadi bahagian dari pembangunan desa yang didukung dengan 
kebijakan desa dalam bentuk Peraturan Desa. Pelatihan dan fasilitas peralatan diperlukan desa 
sebagai upaya dari penguatan masyarakat. Mensinkroinisasikan kegiatan-kegiatan desa sebagai 
penunjang keberhasilan pencegahan kebakaran di wilayah desa, seperti radio komunitas dan papan 
informasi desa. 

Pengalaman YMI ini dilakukan bersama masyarakat di Desa Harapan Jaya Kabupaten 
Indragiri Hilir dan Desa Teluk Lanus Kabupaten Siak. Semangat dan kegiatan pencegahan kebakaran 
ini berjalan sejauh ini didukung dengan pendanan dari luar untuk kegiatan lingkungan, yang belum 
memadai. Sudah saatnya hal-hal yang sudah di bangun bersama masyarakat tersebut untuk 
dipertahankan dan dikembangkan. Tentu saja kondisi itu tidak harus terus berharap dari pendanaan 
luar. Diperlukan cara-cara kreatif Pemerintah Desa untuk membuka akses anggaran yang ada di 
Pemerintah Daerah untuk digunakan mendukung kegiatan pencegahan kebakaran. 
 

D. Kesimpulan & Rekomendasi  
Kesimpulan  

 Berbagai aktivitas dan kerja nyata telah dilakukan disebagian masyarakat desa, terkait dengan 
perlindungan lingkungan hidup, untuk memperlambat laju perubahan iklim sebagai tujuan 
umumnya. Baik muncul atas dasar insiatif masyarakat maupun melalui pendampingan dari 
berbagai pihak. Namun, aktivitas ini belum dipandang sebagai arena strategis pemerintah mulai 
ditingkat pusat maupun daerah dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup sebagai agenda 
nasional dan daerah. Terbukti, belum adanya kebijakan yang diarahkan secara baik terhadap isu 
tersebut, termasuk pendanaan yang masih minim yang dialokasikan pemerintah. Bahkan insiaitif 
masyarakat belum didukung dengan pendanaan yang memadai. 
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 Kewenangan desa yang dirasa cukup mengakomodir peran partisipasi desa dalam 
pembangunan, dan jaminan atas anggaran melalui berbagai skema sumber pendapatan desa, 
memberikan peluang desa untuk berperan aktiv mempercepat ketertinggalan pembangunan. 
Secara lebih khusus pembangunan yang diarahkan terhadap perbaikan dan perlindungan 
lingkungan hidup, melalui mitigasi perubahan iklim yang berpotensi terus terjadi. Potensi 
anggaran yang dikelola oleh desa, sangat memungkinkan digunakan kelola dan diarahkan 
terhadap program dan kegiatan berbasi lingkungan hidup.  

 Keuangan desa dari berbagai sumber yang dikelola desa, saat ini belum mengarah pada kegiatan 
yang mendukung upaya mitigasi perbahan iklim. Selain, belum menjadi arah kebijakan 
pembangunan desanya, juga kebijakan dalam bentuk aturan penggunaan dana desa yang masih 
memprioritaskan untuk percepatan infrastruktur desa.  

 
E. Rekomendasi  

Dalam rangka melakukan percepatan implementasi kebijakan baru anggaran desa dan memberikan 
daya dorong lebih kuat terhadap realisasi kebijakan anggaran desa yang pro terhadap perlindungan 
lingkungan hidup, maka policy brief ini merekomendasikan: 
 
Kepada Pemerintah,  

 Menyusun atau merevisi peraturan kepala daerah petunjuk dan teknis pengalokasi dana desa 
yang memasukkan penggunaan anggaran desa untuk perbaikan dan perlindungan lingkungan 
hidup diberbagai sektor, khususnya pengelolaan sumber daya alam desa. 

 Pemeritah daerah segera menfasilitasi desa untuk menyusun dan mengidentifikasi kewenangan 
desa untuk meminimalisir tumpang tindih kewenangan dan menghambat inisiatif pembangunan 
di desa.  

 Pemerintah dan pemerintah daerah, perlu membuat kebijakan pengalokasian anggaran mitigasi 
perubahan iklim dengan berkolaborasi dengan peran pemerintah desa.  

 Pemerintah daerah diperlukan membuat kebijakan skema penggunaan DBH PSDA dan DR untuk 
dibagikan kepada desa, baik dalam bentuk skema bantuan keuangan khusus maupun bagi hasil 
di desa-desa hutan maupun sekitar hutan. Untuk membiayai inisitif yang telah dilaksanakan oleh 
masyarakat desa.  

 Menfasilitasi perencanaan pembangunan dan anggaran desa, diarahkan kepada upaya mitigasi 
perubahan iklim ditingkat desa.  

 
Kepada masyarakat dan pemerintah desa, merekomendasikan:  

 Memiliki data-data yang berhubungan dengan indiakator  dalam mekanisme pengalokasian 
dana desa, untuk memastikan desa mendapatkan alokasi pendanaan sesuai dengan haknya, 
dikuti dengan perbaikan pengelolaan keuangan secara transparan, partisipatif dan bertanggung 
jawab.  

 Menyusun dan/ atau melakukan revisi peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Desa sesuai dengan kondisi desa. RPJM Desa harus memasukkan urusan 
pembangunan berbasis lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas pembangunan desa dalam 
jangka menengah atas dasar kewenangan local skala desa.  

 Segera menetapkan sektor – sekor dan objek pembangunan sesuai dengan kewenangan desa 
melalui peraturan desa.  

 Merancang program-program yang pro terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam upaya 
mitigasi perubahan iklim, serta mengalokasikan anggarannya terhadap aktivitas – aktivitas yang 
telah dilakukan dan tidak diberikan pendanaan selama ini.  


